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Abstract

The background of this research is the emergence of a perception in our society
that considers Islamic banking in its management to be the same as conventional
banking. This is related to the existence of non-halal income in Islamic banking.
Meanwhile, the control of sharia banking must follow the rules following sharia
principles regulated in the DSN-MUI Fatwa and supervised by the Sharia
Supervisory Board. Based on this reality, researchers are interested in studying
the Utilization of Non-Halal Income as a Source of CSR Funding in Islamic
Banking in Indonesia. This study uses descriptive qualitative research methods.
The primary data source is the Statement of Financial Accounting Standards
(PSAK 101) Presentation of Sharia Financial Statements and Fatwa DSN MUI
NO: 123/DSN-MUI/X1/2018 Concerning Use of Funds That Should Not Be
Recognized as Income for Sharia Financial Institutions, Sharia Business
Institutions, and Islamic Economic Institutions.The results of the study indicate
that the use of non-halal income as a source of CSR funding in Islamic banking is
allowed because some are intended for the community's social needs.

Keywords: Non-halal Income; CSR Funding Source

Abstrak

Munculnya persepsi di masyarakat kita yang menganggap perbankan syariah dalam
pengelolaannya sama dengan perbankan konvensional. Hal ini terkait dengan
adanya pendapatan non-halal di perbankan syariah. Sementara itu, pengendalian
perbankan syariah harus mengikuti aturan sesuai prinsip syariah yang diatur dalam
Fatwa DSN-MUI dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan
kenyataan tersebut, para peneliti tertarik untuk mempelajari Pemanfaatan
Pendapatan Non-Halal sebagai Sumber Pendanaan CSR perbankan syariah di
Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
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Sumber data utama adalah Laporan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 101)
Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Fatwa DSN MUI NO: 123/DSN-
MUI/X1/2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai
Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Usaha Syariah, dan
Lembaga Ekonomi Syariah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan
pendapatan non-halal sebagai sumber pendanaan CSR perbankan syariah
diperbolehkan karena ada yang diperuntukkan bagi kebutuhan sosial masyarakat.

Kata Kunci: Pendapatan Non-halal; Sumber Pendanaan CSR

Pendahuluan
Salah satu usaha untuk merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam

aktivitas masyarakat secara nyata adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga
keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam. Dari berbagai jenis lembaga
keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling memberikan pengaruh yang
besar dalam aktivitas perekonomian masyarakat.

Diantaranya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), kehadiran
BPRS di Indonesia semakin menambah daftar nama perbankan syariah, karena
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam sistem perbankan di Indonesia
merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas
transaksi pembiayaan yang tidak berbasis riba.?

Istilah Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank
Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 197, ketika BRI mulai menjalankan
tugasnya sebagai bank pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank
pegawai dan bank-bank sejenis lainnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh
BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR).?

Menurut Keppres No. 38 tahun 1988 yang dimaksud dengan Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4
UU. No. 14 tahun 1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank
pegawai dan bank lainnya. Status hukum BPR diakui pertama kali dalam Pakto
tanggal 27 Oktober 1988, sebagai Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan
Perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga

!Muhammad Yasif Yusuf dan Wan Sri Mahrianan, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Aceh, Igtishadia, Vol. 9, No. 2,
2016, 247.

2Uus Ahmad Husaeni, Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di
Indonesia, Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 7 (1), April 2017, 50.

3Agus Salihin, Pengantar Lembaga Keuangan Syariah (Bogor: Guepedia, 2021), 97-98.
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keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai
Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit
Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil
(KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa
(BKPD) dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sejak
dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, keberadaan
lembaga-lembagakeuangan tersebut diperjelas melalui ijin dari Menteri Keuangan.*

Dalam perkembangan selanjutnya perkembangan BPR yang tumbuh
semakin banyak dengan menggunakan prosedur-prosedur hukum Islam sebagai
dasar pelaksanaannya.

Sebagaimana  berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor
11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, disebutkan bahwa
perekonomian nasional perlu memiliki sistem perbankan syariah yang dapat
melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada pengusaha menengah, kecil
dan mikro.®

Selain itu, latar belakang didirikannya BPRS adalah sebagai langkah aktif
dalam merestrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai
paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum.®

Oleh karena itu, keberadaan BPRS mampu menjadi alternatif bagi semua
lapisan masyarakat yang menjalankan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan
yang benar-benar menginginkan perbankan yang menjalankan prinsip-prinsip
syariah.’

Di samping memiliki sisi positif sebagaimana diatas, masih dijumpai
berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti halnya permasalahan akad yang
masih diperdebatkan, permasalahan terkait dengan sumberdaya manusia, serta
kegiatan-kegiatan perbankan yang yang termasuk kedalam kegiatan perbankan
konvensional. Adanya keharusan yang diperuntukkan perbankan syariah untuk
untuk menjadikan syariah sebagai landasan aktivitas perbankan sebagaimana yang
terdapat dalam peraturan, tidak serta merta menjadikan bank syariah dapat

4Agus Salihin, Pengantar Lembaga Keuangan Syariah., 97.

SMuhammad Yasif Yusuf dan Wan Sri Mahrianan, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Tingkat Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Aceh., 248.

6Agus Salihin, Pengantar Lembaga Keuangan Syariah, 96.

"Uus Ahmad Husaeni, Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di
Indonesia., 50.
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menghindari aktivitas transaksi yang tidak berdasarkan prinsip syariah yang
kemudian menghasilkan pendapatan dana non halal.®

Munculnya permasalahan terkait dengan pendapatan dana non halal pada
gilirannya memunculkan perdebatan di kalangan ulama’. Ada yang berpendapat
bahwa pendapatan non-halal hanya boleh diperuntukkan fasilitas umum seperti
pembangunan jalan raya dan MCK. Disisi lain ada yang berpendapat bahwa
pendapatan dana non-halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (aujuh
al-khair), baik fasilitas umum (al-mashalih al-ammah), ataupun selain fasilitas
umum, seperti hajat konsumtif fagir, miskin, termasuk program-program
pemberdayaan masyarakat.

Adapun dalam perbankan syariah dalam menunjukkan bentuk
tanggungjawab sosial perusahaan, maka muncul yang namanya CSR (Corporate
Social Responsibility). Menurut Lingkar Studi CSR Indonesia, CSR adalah upaya
sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimumkan dampak negatif dan
memaksimumkan dampak positif operasionalnya terhadap seluruh pemangku
kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan.®

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (PT), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau lebih dikenal
Corporate Social Responsibility (CSR) adalah adalah komitmen perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri,
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini setiap
perseroan memiliki kewajiban dalam melaksanakan TJSL.°

Adanya pendapatan dana non halal sebagaimana diatas, juga berimplikasi
pada pelaporan atas pendapatan dana nonhalal, yang kemudian dibuat peraturan
terkait dengan penyajian dana non halal dalam Pernyataan Standar Akuntansi
(PSAK)101. Dalam PSAK tersebut dikatakan bahwa pendapatan non halal dari
perbankan syariah harus disajikan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari

8 Rudy Hartanto, dkk. Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia:
Sumber Dan Penggunaannya,
Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 4, No 2 (Agustus 2019), 161.

® Muhamad Imam Syairozi, Pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur Dan
Perbankan (Magelang: Tidar Media, 2019), 11.

10 Suparji dan Aries Machmud, “Corporate Social Responsibility Dalam Perundangan Di
Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Perpajakan”, Jurnal Magister IImu Hukum, Vol 2 No. 2
(2017), 3.
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laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Disamping itu, perbankan syariah
juga diharuskan menjelaskan alasan terjadinya dan penggunaan pendapatan non
halal tersebut.!!

Tidak diungkapkannya laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan
dapat menjadi ukuran tingkat kepatuhan syariah serta komitmen terhadap
tanggungjawab sosial perusahaan.?

Pembahasan
Konstruksi hukum terkait dengan pendapatan non halal oleh Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat kita lihat dari sumber penerimaan dana
tersebut, yakni:
a. Setiap bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan
tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga.®
Bunga bank yang dalam permasalahan ini merupakan bentuk
tambahan atau lebihan atas suatu transaksi sejatinya masuk kedalam harta
ribawi, selain bunga bentuk lain dari transaksi yang tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah adalah adanya biaya administrasi, yaitu biaya yang
diambil dari penerimaan nasabah pembiayaan (peminjam). Kedua hal itu
termasuk kedalam kategori riba, sebab ada selisih antara uang yang diterima
dan yang dikembalikan, hal ini sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad

Ay Laly log B B Lo S Js2g 36 106 e A o b o 225

S 1 8% ZiZe( of iz o % U DI T SR N LR 1 o Je Lo fel
215) «by 3¢ SN SN SG G (kg Ske Ojn Uiy Radly andly | g S Oj5 Ui

B®lo 2

2

Dalam hadis ini secara tegas dikatakan bahwa pihak yang
memberikan ataupun meminta tambahan dari sebuah transaksi maka masuk
kedalam kategori riba.}* Riba sendiri oleh Allah diharamkan, sebagaimana
firman Allah dalam QS. Al-Imron Ayat [3]: 130,

11 lkatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 101)
Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan lkatan
Akuntan Indonesia, 2009), 9

12 Rudy Hartanto, dkk. Analisis,, 161

13 Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-MUYXV2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan
Lembaga Perekonomian Syariah.

1% Ibnu Hajar al Asgalani, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, (Bairut: Darul Kutub al
Alamiyah: 2007), 170.
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Oyili I b 1,85 e Gl 3 8 Y 3l 20 4T
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan melipat gandakan dan bertawakalah kamu kepada Allah

supaya kamu mendapatkan keberuntungan ”.1°

Dalam pandangan Quraish Shihab ayat ini dipahami sebagai bentuk
pelarangan terhadap praktek riba, bahkan dia mengatakan bahwa riba
merupakan kejahatan terbesar dalam ekonomi, dan penindasan ekonomi bisa
lebih besar dari penindasan fisik, karena dia akan membunuh sisi-sisi
kemanusiaan.®

Dalam ayat lain Allah memberikan penekanan secara eksplisit tentang
keharaman riba, yaitu dalam Q.S. al-Baqgarah [2]: 275

s 555 @ 0 s
Artinya: "..Dan Allah telah menghalalknn jual beli dan mengharamkan
riba.."t’

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa bunga bank dan
juga biaya administrasi sebagai salah satu bentuk pendapatan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan pendapatan riba yang
diharamkan, jika hal itu memang merupakan suatu bentuk keharaman maka
sebisa mungkin Kita hindari sebagaimana dijelaskan dalam suatu kaidah

O Jds wily )2
Dalam kaidah tersebut dipahami bahwa ketika ada sebuah kemudhratan
maka sebisa mungkin harus dicegah.®
b. Setiap bentuk transaksi syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan
batasannya (rukun dan/ atau syaratnya).'®

Dalam sebuah transaksi tentu memiliki ketentuan tersendiri,
sepertihalnya syarat ataupun rukun dimana keuanya akan menentukan
keabsahan suatu transaksi, hal ini juga sebagaimana yang disampaiakan dalam

15Qs. Al-Imron Ayat [3]: 130

16 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta, Lentera Hati, 2005), 216-217

17Q.S. al-Bagarah [2]: 275

18 Duski lbrahim, AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH),
(Palembang: Noer Fikri, 2019), 82.

1% Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-MUYXV2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan
Lembaga Perekonomian Syariah.
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fatwa DSN MUI. Selaras dengan fatwa tersebut Maswadeh menjelaskan bahwa
salahsatu prinsip alam ekonomi Islam adalah engan memberikan batasan atas
jenis kegiatan, bentuk transaksi yang dilakukan, serta perusahaan yang dapat
diinvestasikan. Hal ini dikarenakan terdapat hal-hal yang secara secara
eksplisit dilarang dalam aktifitas perokonomian yang sesuai dengan syariah,
seperti membuat atau menjual alkohol, pornografi, dan produk babi.

Ketika suatu transaksi melibatkan aktivitas yang dilarang (haram)
baik secara langsung ataupun tidak, maka transaksi itu menjadi batal (haram).?°
Sehingga keuntungan yang didapatkan menjai tiak halal. Hal ini ssebagaimana
disabdakan Nabi

M B s oo B Jo & Jgdg Of e B (=5 Q;QL;Q'SM Smlis L}.T 253

e 3 80 ot ol s KD

Dalam hadis tersebut jelassekali tentang ketidak bolehan bertaransaksi

atas anjing, zina, serta upah atas peramal.?* Permasalaha seperti ini mungkin

saja bisa terjadi di dalam perbankan Syariah, termasuk juga BPRS, dimana

nasabah pembiayaan mengunakan uang tersebut untuk melakukan kegiatan

yang bertentangan dengan Syariah. Akantetapi jika pihak BPRS tidak

mengetahui haltersebut, maka pendapatan dana tersebut masuk kedalam
kategori halal, panangan ini sejalan dengan kaiah

allls LLSU Y Glably doliad) s5aall (3 35l

Diantara makna yang terkandung dalam kaidah ini adalah bahwa
ungkapan dari seseorang dengan menghendaki apa yang dia ucapkan secara
sadar dan mengetaui maknanya (konsekwensi atas yang dia ucapkan).

Ucapan pihak yang sedang melakukan transaksi  harus
dipertimbangkan memiliki sifat mengikat dan berakibat hukum, kecuali jika
terdapat yang mengalihkannya kepada pengertian majazi. Oleh karena itu,
ketika ada orang mengatakan : aku berikan buku ini padamu dengan hargaa 20
ribu rupiah, maka hukumnya adalah jual beli bukan hibah.?? Begitu juga

i

20 Maswadeh, S. (2014). A Compliance of Islamic Banks with the Principles of Islamic

Finance (Shariah): An Empirical Survey of the Jordanian Business Firms. International Journal of
Accounting and Financial Reporting, 172.

2L lbnu Hajar al Asgalani, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, (Bairut: Darul Kutub al

Alamiyah: 2007), 159.

22 Duski lbrahim, AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH),

(Palembang: Noer Fikri, 2019), 53.
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transaksi yang terjadi di BPRS sesuai dengan apa yang disampaikan nasabah
pembiayaan saat akad, termasuk peruntukan uang yang dikelola oleh nasabah.
Ketika nasabah mengatakan bahwa pembiayaan tersebut untuk melakukan
kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariah maka pendapatan dana dari
transaksi itu halal (kecuali ada indikasi kuat bahwa pembiayaan tersebut untuk
kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syariah), begitu juga sebaliknya,
jika dalam transaksi itu nasabah pembiayaan mengatakan untuk kegiatan usaha
yang bertentangan dengan Syariah maka pendapatan dana tersebut masuk
dalam pendanaan non halal.

c. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan
(‘adam al-wafa' bi al-iltizam)?

Dalam perspektif syariah, sebenarnya tidak mengenal adanya sanksi
sebagaimana dimaksud diatas, sebab dalam perspektif syariah lebih didasari
pada sikap tolong menolong sebagaimana dalam Q.S.al-Ma'idah [5]: 2 yang
berbunyi

ol A L et s Goudg o L g
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
permusuhan. ” 24
Dana denda (sanksi) dalam transaksi perbankan tentu memberatkan
salah satu pihak, dan menguntungkan pada pihak lain. Hal ini termasuk
kedalam kategori riba sebagaimana sautu kaidah yang mengatakan

o Bylaze of Wgyae OIS Ly sgd daite 2 23 IS
Yang berarti bahwa setiap transaksi utang piutang yang
menguntungkan salahsatu pihak adalah riba jika hal itu dipersyaratkan (di

awal) ataujuga sudah menjadi kebiasaan.?® Kaidah lain yang memiliki
kesamaan dengan kaidah diatas adalah

pIF L s T 28 S

23 Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-MUYXV2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan
Lembaga Perekonomian Syariah.

2 Q.S.al-Ma'idah [5]: 2

2 Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-MUY XV2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan
Lembaga Perekonomian Syariah.
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Kaidah yang kedua ini juga mempertegas bahwa setiap taransaksi

yang didalamnya menguntungkan salah satu pihak, dan cenderung
memberatkan paa pihak lain, maka hal itu juga termasuk dalam permasalahan
riba.%
Dana yang kepemilikannya tidak diketahui, ataupun dana yang diketahui
kepemilikannya tetapi tidak dapat ditemukan, serta dana yang diketahui
kepemilikannya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar daripaa dana
tersebut.?’

Pendapatan BPRS yangbersumber dari dana yang kepemilikannya
tidak diketahui, ataupun dana yang diketahui kepemilikannya tetapi tidak dapat
ditemukan, serta dana yang diketahui kepemilikannya tetapi biaya
pengembaliannya lebih besar masuk kedalam kategori pendapatan non halal,
hal ini merujuk pada apa yang sudah dilakukan oleh Sahabat Ibnu Mas’ud.

adld ool oid S iy Wb ayle sl e o) Sgmene ol OB V) U

b AYB Yy oy Of wie e gl 1By el Biasd cods Wb 1y

Suatu ketika sahabat Ibnu Mas'ud membeli seorang budak perempuan,

ketika Ibnu Mas'ud melunasiny beliau tidak menjumpai pemiliknya. Setelah

beberapa mencari dan tidak bisa menjumpainya, kemudian beliau bersedekah

dengan uang tersebut, seraya berdo’a; 'Ya Allah, ini adalah dari dia jika ia

ridha; apabila tidak, maka pahalanya buat aku.?®

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi terdapat

dana yang kepemilikannya tidak diketahui, ataupun dana yang diketahui

kepemilikannya tetapi tidak dapat ditemukan, serta dana yang diketahui

kepemilikannya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dapat dialokasikan
kedalam dana non halal dan diperuntukkan bagi kemaslahatan umat.

Berdasarkan pada pembahasan diatas, sekilas kita dapat melihat bahwa

sumber pendapatan dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana
diatas adalah bertentangan dengan prinsip syariah, namun demikian kita bisa

% Fathurrahman Azhari, QAWAID FIQHIYYAH MUAMALAH, (Banjarmasin, Lembaga

Pemberdayaan Kualitas
Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015), 329.

27 Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-MUYXV2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak

Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan
Lembaga Perekonomian Syariah.

28 Abu Hamid al-Ghazali, Thya' 'Ulumuddin Juz 11, (Bairut, Dar al-Fikr, tt),.147.
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melihat dari perspektif lain terkait dengan pembahasan tersebut. Dalam kaidah
fikih dikatakan bahwa

Slslastl i 89,20

Yang berarti bahwa jika dalam sebuah perkara terdapat kemudharatan

yang tidak mungkin untuk ihindari, maka menjaikan diperbolehkannya mengambil

inisiatif yang sebelumnya dilarang.?® Kaidah lain yang juga mendukung pendapat
sebagaimana diatas adalah kaidah yang mengatakan

Bl a5y 85,0 wo ol Y
Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa dalam kondisi darurat maka hukum
haram itu menjadi tidak ada, dan jika tuntutan itu terkait dengan kebutuhan maka
menjai boleh.®
Namun demikian Kkita dibenarkan untuk melakukan tindatak yang
seblemnya dilarang itu melebihi batas kebutuhan kita, sebab dalam kaidah yang
lain dijelaskan bahwa Kita hanya diperbolehkan memanfatkan keringan tersebut
sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Kkita, sebagaimana kaidah yang
mengatakan

Uy ol 89 al) el s

Kaidah tersebut memperjelas bahwa sesuatu diperbolehkan dalam kondisi
darurat, disesuaikan dengan kadar kebutuhan.3!

Jadi penerimaan nonhalal dalam kondisi terpaksa Penerimaan nonhalal
merupakan segala jenis penerimaan yang berasal dari berbagai kegiatan yang tidak
sesuai dengan prinsip syariah yang pada umumnya terjadi pada kondisi darurat.

Pendapatan non halal oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
sebagaimana diatas tidak bisa dihindarkan, olehkarena itu diperlukan solusi yang
tepat terkait dengan pentasarufan dana tersebut. Melalui fatwanya, DSN MUI
mengarahkan agar pendapatan non halal, atau yang oleh DSN MUI disebut sebagai
dana TBDSP, yaitu Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan harus
digunakan serta disalurkan secara langsung untuk kepentingan dan kebaikan umat

29 Duski Ibrahim, AL-QAWA’ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH), (Palembang:
Noer Fikri, 2019), 82.

%0 Duski lIbrahim, AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH),
(Palembang: Noer Fikri, 2019), 82.

81 Fathurrahman Azhari, QAWAID FIQHIYYAH MUAMALAH, (Banjarmasin, Lembaga
Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015), 113.
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Islam serta kepentingan umum yang sejalan engan prinsip-prinsip Syariah, 3 antara
lain:
Penanggulangan korban bencana
Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam
Masjid/musholla dan penunjang lainnya
Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial
Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk
masyarakat umum;
Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atat kurang mampu
Kegiatan produktif bagi dhuafa’
Fagir-miskin
Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah

Fatwa DSN MUI® sebagai mana diatas didasarkan pada sumber hukum
Islam, baik yang primer sepertihalnya Hadis serta sumber sekunder yaitu ijtihad,
yang dalam hal ini menggunakan pandangan ulama’ yang memiliki kompetensi
dibidangnya. Dantara yang mendasari fatwa sebagaimana ditas adalah Hadis Nabi
yang diriwayatkan oleh Ahmad

Wl (3l (3 vy acke dl ho dl Jgy mo L 106 copsl L) e Doy O
f\.xla A Shas B .ﬁ}c.k.? L6 0| (b Jj.w) Locdles ORp e ‘STJ‘" &> Lua) e

o wbh e

© © N>
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32 Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-MUYXV2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan
Lembaga Perekonomian Syariah.

33 Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-MUYXV2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan
Lembaga Perekonomian Syariah
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Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika Rasulullah mengetahui
bahwa makanan yang disuguhkan pada beliau tidak jelas kehalalannya, karena
makanan tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya, kemudian beliau meminta agar
makanan tersebut diberikan pada para tawanan.3*

Penjelasan bahwa pentasarufan harta yang didapatkan menyalahi aturan
Syariah (harta haram) harus disedekahkan, atau dikembalikan kepada pemilik
(orang yang berhak atas harta tersebut) disampaiakan al Ghazali sebagaimana
dikutip oleh an Nawawi.

Do oy e e 4 O 0B e Bslply Bsdl )Ty ol Jle ane OIST13) 1 L0l JB
ot oty am Y G OST Ol 6y ) ans g e OIS OB calSy ) ol 4]
Gub Flasy deldly Lyl bLAS Gl creod) Flas & @bz OF i adjns
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Penjelasan diatas juga menunjukkan bahwa ketika pemilik harta itu sudah
tidak ada atau tidak diketahui, maka harta tersebut diarahkan untuk kemaslahatan
umat Islam seperti untuk membangun jalan, tempat ibadah dan yang lainnya, atau
juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh lbnu Qayim, sesungguhnya
harta yang didapat tidak dengan cara yang syar'i, harus dikembalikan. Jika ia
terkendala maka diganti dengan membayarkan hutang orang tersebut, jika masih
terkendala maka harus diberikan kepada ahli warisnya, dan jika hal itu masih
terkendala maka harta tersebut disedekahkan.

Dengan demikian, pendapatan non-halal pada BPRS Syariah dapat
dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan CSR. Hal ini sebagaimana pada Pasal 1
angka 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau lebih dikenal Corporate Social Responsibility

34 Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Juz 37,(ttp: Muassasah ar Risalah,
2001), 185.
3 An-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab Juz 9 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad) , 428.
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(CSR) adalah adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat,
maupun masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini setiap perseroan memiliki
kewajiban dalam melaksanakan TJSL.%

Penutup

Berdasarkan pada hasil kajian terkait dengan konstruksi hukum pendapatan
non halal pada BPRS sebagaimana diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan
sebagaimana dimaksud dihukumi haram, hal ini disebabkan karena transaksi yang
menjadi sumber penerimaan dana sebagaimana di atas bertentangan dengan
prinsip-prinsip Syariah. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 123IDSN-
MUY XV2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai
Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan
Lembaga Perekonomian Syariah.

Menurut hemat peneliti permasalahan diatas dapat dilihat dari sudut pandang
lain, yang memandang bahwa pendapatan sebagaimana dimaksud diatas tidak
haram, mengingat kondisi yang yang menuntut (darurat) agar BPRS juga menjalin
kerjasama kepada semua pihak untuk mempertahankan eksistensinya. Dengan tetap
beroperasinya BPRS, praktik-praktik perbankan yang bertentangan dengan syariah
tentu menjadi berkurang. Namun demikian untuk menjaga marwah BPRS sebagai
salah satu bagian dari perbankan yang menjadikan syariah sebagai landasan,
pendapatan sebagaimana dimaksud tidak dimasukkan kedalam pendapatan.

Terkait dengan pengalokasian pendapatan non-halal, sebagaimana yang
dijelaskan dalam PSAK 101 yang dialokasikan untuk dana sosial kemaslahatan
umat, menurut peneliti sudah sesuai dengan ketentuan syariah, sebagaimana
penjelasan dalam hadis dan juga pandangan ulama’. Dengan demikian maka
permasalahan yang ada dalam BPRS terkait dengan pendapatan non halal sudah
diselesaikan sesuai dengan ketentuan syariah, hal ini berarti BPRS memiliki
kepatuhan Syariah. Dan dana sosial yang diperoleh BPRS dapat dimanfaatkan
untuk kepentingan sosial yaitu menjadikan dana sosial tersebut sebagai sumber
pendanaan CSR.

36 Suparji dan Aries Machmud, “Corporate Social., 3.
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